
1  2014 
 

 

LEMBARAN DAERAH 

KABUPATEN BANTUL 
No.04,2014 Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kab.Bantul,               

Tanda Daftar, Usaha, Pariwisata, 

 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 
 

NOMOR   04    TAHUN 2014 
 

TENTANG 
 

PENYELENGGARAAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BANTUL, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam 
menjalankan usaha pariwisata bagi pengusaha dan 

penyediaan informasi pariwisata kepada masyarakat perlu 
dilakukan pendaftaran terhadap  usaha pariwisata; 

  
b. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, untuk 

dapat menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha 
wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah atau 

Pemerintah Daerah; 
 
c. bahwa beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul yang 

mengatur tentang Izin usaha di bidang Kepariwisataan 
yang sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, sehingga perlu 

ditetapkan Peraturan Daerah yang baru; 
 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c , perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar 

Usaha Pariwisata; 
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Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
 
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 

 
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

 

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 
  

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 
Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 
 

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4966); 
 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 
1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tanggal 14 Agustus 1950 Nomor 59) 

 

8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 
PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara 

Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata; 
  

9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 

PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara 
Pendaftaran Usaha Penyedia Akomodasi; 
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10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 
PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara 

Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;  
 

11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 

PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara 
Pendaftaran Usaha Jasa Kawasan Pariwisata; 

  
12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 

PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara 

Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Pariwisata;  
 

13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 

PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara 
Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;  

 

14. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 
PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara 
Pendaftaran Usaha Penyelenggara kegiatan Hiburan dan 

Rekreasi;  
 

15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 

PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara 
Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;  

 

16. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 
PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara 

Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggara Pertemuan, 
Perjalanan, Insentif, Konferensi, dan Pameran;  

 

17. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 
PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara 
Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;  

 

18. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 

PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara 
Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata; 
  

19. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 
PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara 
Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;  

 

20. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 
PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara 

Pendaftaran Usaha SPA;  
  

21. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 53 
Tahun 2013 tentang Standarisasi Hotel dan Penginapan;  
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22. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 
2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha 

Indonesia; 
 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 

2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik Dalam 
Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri C 

Nomor 01); 
 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 
2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan 

Pillihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2007); 

 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri C Nomor 04); 
 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 

2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri C Nomor 05); 

 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 
2011 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri D Nomor 06); 

  

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 
2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan dan Perizinan 
di Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bantul Tahun 2013 Nomor 09); 
 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL 

dan 
BUPATI BANTUL 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN 

TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Bantul. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintah Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Bantul. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah 

lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah. 
5. Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha pariwisata yang berisi hal-

hal yang wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha pariwisata sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

6. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disebut TDUPar adalah 

dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang 
dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam daftar usaha 
pariwisata.  

7. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa 
bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. 

8. Pengusaha Pariwisata adalah pengusaha pariwisata perseorangan, badan 
usaha Indonesia berbadan hukum, atau badan usaha tidak berbadan 
hukum yang melakukan kegiatan usaha pariwisata sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk 
pramuwisata perseorangan. 

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha yang meliputi perseroan terbatas (PT), perseroan komanditer (CV), 

perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha 
Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, 
kongsi, koperasi,  dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 

organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, 
lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif 

dan bentuk usaha tetap.  
10. Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata 

alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata 

buatan/binaan manusia  
 
 

 
 

 
 


